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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas & Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

TMAC dimmnamrsmnmnlermnce  wmsvmmms Aveesa] Anlacan cmmdnvrrrmiran man Al alenycnn man
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disingkat
APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan fase/tahapan penting.
Secara substansi dokumen PPAS Tahun 2024 adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagal acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja
Perangkat Daerah.

Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Bupati Dharmasraya Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023
tentang Kencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Pada Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dijelaskan bahwa Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) disusun untuk menjadi acuan dalam
penetapan program prioritas dan batas maksimal anggaran vang akan
menjadi acuan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan
kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
perangkat daerah.

Dokumen PPAS Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 1ni
diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan
dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan
profesional. Dengan demikian diharapkan masvarakat Dharmasrava
dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang

telah direncanakan.
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Adapun tahapan penyusunan PPAS adalah sebagai berikut :
a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing

urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional

kel

cmcrintah Musat sctiap

tahun; dan

c) menyusun Capaian Kinerja, Sasaran, dan Plafon Anggaran

Sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Kedudukan dokumen FPAS 1n1 sangat penting dalam menjaga
konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah dengan
perencanaan keuangan yang disusun dalam proses pelaksanaan
pembangunan. Dengan teriaganyva konsistensi dalam proses perencanaan
dan penganggaran diharapkan perangkat daerah dapat melaksanakan
program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan target kinerja dan SPM
yang telah ditetapkan — khususnya di tahun 2024 yang merupakan tahun
keempat dari periode RPJMD Tahun 2021-2026.

1.2 Tujuan Penyusunan Penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Tahun 2024
Penyusunan PPAS ini dimaksudkan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2024 yang akan menjadi pedoman
dalam proses penyusunan RAPBD Tahun 2024.
Adapun tujuan penyusunan PPAS Tahun 2024 adalah :

a) Menjelaskan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai
program/kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan
daerah;

b) Menjelaskan sinergitas Program Pemerintah Kabupaten
Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional, dan Prioritas
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,

c) Memperlihatkan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah

Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi;




d)

Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2024

Menampilkan Prioritas Program/Kegiatan dan Indikator

berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Tahun 2024

Penyusunan PPAS Tahun 2024, berdasarkan pada peraturan

3)

4)

S)

6)

7)

8)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Undan;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dirubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 - 2024;
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9) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional,

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Meraturan Dacrah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah:

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13) Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 77/ Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun anggaran 2024;

15) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

1b) Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2024.
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BAB 2 RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Sesuai dengan kondisi perekonomian dan kebijakan pendapatan
daerah dalam KUA Tahun 2024, maka target pendapatan daerah dan
rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transter dan Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan
kebijakan penerimaan daerah dalam KUA akan dijelaskan sebagai
berikut.

2.1 Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024, Pendapatan Kabupaten Dharmasraya
direncanakan sebesar Rp. 964.121.007.612,- yang bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 105.115.132.160,- Dana Transfer
sebesar Rp. 850.258.147.517,- dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah
sebesar Rp. 8.747.727.935,-. Apabila dibandingkan dengan target

Pendapaten vada APRD Tahas 2003 sehes

ar Pn Q14 248 704 200N mal-a
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Pendapatan Tahun 2024 mengalami Kenaikan sebesar Rp.
47.272.213.222,- atau 5,16%. Kenaikan Pendapatan Daerah ini
disebabkan karena terdapatnya kenaikan pendapatan transfer dari
Pemerintah Pusat dimana tahun 2023 sebesar Kp.B12.206.674.7106,-
tahun 2024 menjadi sebesar Rp.850.258.147.517,- atau naik sebesar
Rp.38.051.472.801,- juga kenaikan dari pendapatan transfer antar derah
tahun 2023 sebesar Rp.51.241.409.716.- tahun 2024 meiadi sebesar

Rp.58.360.354.517,- atau naik sebesar Rp.7.118.944.801.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Pada tahun 2024, Pendapatan
Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp. 105.115.132.160,- mengalami

Kenaikan sebesar Rp. 4.273.012.486,- atau naik 4,24% biia dibandingkan




Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2024

dengan anggaran tahun 2023 yang ditargetkan sebesar Rp.
100.842.116.674,-. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

2.1.1.1 Pajak Daerah
Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran,

Pajak Hiburan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Penerangan
Jalan Non PLN, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung
Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan. Pada Tahun 2024 penerimaan pajak daerah direncanakan
sebesar Rp. 24.651.781.411,- yang mengalami kenaikan sebesar Rp.
1.875.065.458.- atau 8.23% dari target APBD Tahun 2023 sebesar Rp.
100.842.119.674,-.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar,
Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor, Retribusi Pemakaian Kekayaan
Naerah, Retribiisi Riumah Potang Hewan Retrihusi Penjnalan Pradulksi
Usaha Daerah, Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus,
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Penerimaan retribusi daerah pada
tahun 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.857.790.000,- atau mengalami
Penurunan sebesar Kp. -7/65.Y9Y8.885,- atau -21,14% dibandingan target
pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.623.788.885,-.

2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 4.832.210.107,- mengalami

tahiiv OINI? aa
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Rp.4.324.065.836,-. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan ini bersumber dari Penyertaan Modal Daerah
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ke Bank Nagari, pada posisi tanggal
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11 Juli 2023 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Bank Nagari
berjumlah sebesar Rp.27.352.000.000,- Terakhir Pemerintah Daerah
melakukan Penyertaan Modal ke Bank Nagari pada APBD 2023 sebesar
Rp. 1.500.000.000,-

2.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan Pos

Pendapatan dari Penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis pajak
daciaii dain retiibusi daeral, reindapatan laiii-lainn TAD yaing saii teidiii
dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro,
Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan BLUD, Dana Kapitasi, Tuntutan
Ganti kerugian Daerah, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan dan Pendapatan Dari Pengembalian. Pada Tahun
2024 penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
direncanakan sebesar Rp.72.773.350.642,- yang mengalami Kenaikan
sebesar Kp.2.655.801.642,- atau sebesar 3.7Y% dar target APBD Tahun
2023 sebesar Rp.70.117.549.000,-.

nnnnnnnnnnnn

b

Target penerimaan dari Pendapatan Transfer pada Tahun 2024
untuk Kabupaten Dharmasraya sebesar Rp.850.258.147.517,-atau
sebesar 4.68%. Apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2023
mengalami Kenaikan sebesar Rp.38.051.472.801,- atau 4,68% dari
pendapatan transfer tahun 2023 sebesar Rp. 812.206.674.716,-. secara

rinci pendapatan Transfer Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

2.1.2.1 Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Pusat

Target penerimaan dari Pendapatan Transfer dari Pusat pada
Tahun 2024 untuk Kabupaten Dharmasraya sebesar
Rp.760.965.265.000,- mengalami Kenaikan sebesar Rp.30.932.528.000,-
atau 4.68% jika dibandingkan dengan target APBD Tahun 2023 sebesar
Rn 791 897 793 000 -
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2.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Untuk Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Provinsi yang
bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi tahun 2024 Pendapatan
Transfer Pemerintah Provinsi ditargerkan sebesar Rp.58.360.354.517,-
mengalami kenaikan Kp.7.118.944.801 atau 13,89% jika dibandingkan
dengan target tahun 2023 sebesar Rp.51.241.409.716,-.

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2024 diproyeksikan
sebesar Rp.8.747.727.935,- vang berasal dari Pendapatan Hibah dari
Lembaga, Swasta dan Negeri dan lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, bila dibandingkan dengan
target tahun 2023 terdapat Kenaikan sebesar Rp. 4.947.717.935,-atau
130,20% dari target tahun 2023 sebesar Kp. 3.800.000.000,-. Kenaikan
ini disebabkan karena pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Sesuai
dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar
Rp.8.647.727.935.-.
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Tabel 2.1 Penerimaan Tahun 2023 dan PPAS Tahun 2024
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BAB 3 PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Sinergitas Program  Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

3.1.1Prioritas Pembangunan Nasional

Adapun Visi Pembangunan Nasionai Tanun 2020-2024 adaian
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut
diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita
Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

2

3

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6

. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

tepercaya.

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman

pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya.

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

RKPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 juga memperhatikan 5
(ima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita Kedua
dan pencapaian Visi Indonesia 2045 serta Visi Misi Presiden terpilih,
yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan
Infrastuktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan

Transformasi Ekonomi. Yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7
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agenda pembangunan yang menjadi prioritas (Prioritas Nasional/PN)

dengan sasaran sebagai berikut:

PN 1.

PN 2.

PN 3.

PN 4.
PN 5.

PN 6.

PN 7.

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
Derkualitas dan Derkeadilan;

Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan;

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan
Berdaya Saing;

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan
Ekonomi dan Pelavanan Dasar:

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana dan Perubahan Iklim;

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi

Pelayanan Publik.

3.1.2Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan

Berkelanjutan”

Perwujudan visi melalui 7 (tujuh) misi, vaitu:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,

Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing;

Misi 2: Meningkatkan  Tata  kehidupan  sosial kemasyarakatan

berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’ — Syara’ Basandi
Kitabullah;




Misi 3:

Misi 4 :

Misi 5 ;

Misi 6 :

Misi 7 :
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Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian,

perkebunan, peternakan dan perikanan,;

Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah

serta ekonomi berbasis digital;

Meningkatkan  ekonomi  kreatif dan  berdaya = Saing
kepariwisataan;
Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan

berkelanjutan;

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Namun demikian, tema pembangunan RKPD Tahun 2024 tetap

dilaksanakan dalam bingkai Prioritas Pembangunan yang merupakan

penterjemahan Misi sesuai dengan RPMD Provinsi Sumatera Barat Tahun

2021-2026. Adapun Prioritas Pembangunan RKFPD Tahun 2024 dan arah

kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai

berikut.

Prioritas Pembangunan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber
Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan
Berdaya Saing;

Prioritas Pembangunan 2 : Meningkatkan tata kehidupan
sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi
Syara’ — Syara’ Basandi Kitabullah;

Prioritas Pembangunan 3 : Meningkatkan nilai tambah dan
produkiifliias  petianian, perkebunan, peleinakan  dan
perikanan;

Prioritas Pembangunan 4 : Meningkatkan Usaha Perdagangan

il I MM armamanl rtn Dlrana DarhAaaia Thaait+nal

.
T PYas! fetal=1 far=1 Lo bl
e AArvadAnILL A L\-\tljf AVAVALAGCAARCALL WNel LG AJIMILANILLLL Ll AT JJ-L&.IL&-\.L

Prioritas Pembangunan 5 : Meningkatkan Ekonomi Kreatif dan

Berdaya Saing Kepariwisataan;
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* Prioritas Pembangunan 6 : Meningkatkan Pembangunan
Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berkelanjutan;

= Prioritas Pembangunan 7 : Mewujudkan Tata Kelola
Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel

cnvtn Dawlrirnlitna
AL A LECE AL A LA AT .

3.1.3 Program Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024
difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu
strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 dan merupakan
implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program
pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2021-20206.

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024
berpedoman pada RPJMD Kabupaten Dharmasrava Tahun 2021-2026
dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang
maka pada RKPD Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024, mengusung
tema “Meningkatkan Transpormasi Ekonomi Yang Inklusif,

Berkualitas Dan Berdaya Saing”.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip pendekatan vang didasarkan pada kriteria-kriteria
antara lain:

1. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;

2. Urgensitas penanganan isu;dan

3. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Selain kriteria tersebut di atas, penyusunan prioritas dirumuskan
dengan memperhatikan :

1. Visi dan Misi Pembanganan Kabupaten Dharmasrava

sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-
2026;
2. Isu Strategis; dan




3. Prioritas program pembangunan baik di
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Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan Tahun 2024 masih dalam rangka :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur;

b

e IO S
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Pembangunan yang berkelanjutan;
Membangkitkan identitas daerah;

Membangun berbasis nagari.

Memajukan pendidikan yang berkarakter;
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

tingkat Provinsi

Tabel 3.1 Sinegritas Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun
2024 dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dan Prioritas Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2024

I

Drioaitas
Prioritas Pembangunan
Uruta, Prioritas Pembangunan RKPD RKPD Kabupaten
n Nasional Provinsi Sumatera Vg nmuz;. Urntan
Barat Tahun 2024
Tahun 2024
1. Memperkuat Meningkatkan nilai PrioritasMewujudkan Prioritas
Ketahanan tambah dan 3 ekonomi daerah 2
Ekonomi produktifitas yang maju
untuk pertanian,
Pertumbuhan |perkebunan,
Berkualitas peternakan dan
dan perikanan
Berkeadilan
Meningkatkan Usaha |PrioritasMewujudkan Priorilas
Perdagangan Dan + ekonomi daerah 2
Trdietr ro ey i
~ Industri anEmaju
Kecil/Menengah Serta
Ekonomi Berbasis
IDigita]
l |Meningkatkan PrioritasMewujudkan Prioritas
[FEkonom Kreatit Dan O ekonomi daerah 2
Berdaya Saing lyang maju
Kepariwisataan
2 |Mengembangk Meningkatkan Prioritas{Pemerataan Prioritas
lan Wilavah [Pembangunan pembangunan
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Prioritas
e Pt | Fowbanguuan |
Uruta| Prioritas embaz 'RKPD RKPD Kabupaten |,
n Nasional | Provinsi Sumatera |°rota® Dhmmu::ya viees
Barat Tahun 2024
Tahun 2024
untuk Inirastrukiur yang 0 infrastrukuur i
Mengurangi  |berkeadilan dan
Kesenjangan |berkelanjutan
dan Menjamin
Pemerataan
3 |Meningkatkan Meningkatkan Kualitas|PrioritasMemajukan Prioritas
Sumber Daya [Sumber Daya Manusia 1 pendidikan yang 3
Manusia yang Sehat, berkarakter
Berkualitas Berpengetahuan,
dan Berdaya |Terampil dan Berdaya Meningkatkan Prioritas
Saiiig Saiiig dcrajat keschatan | 4
masyarakat
4 |Revolusi Meningkatkan tata PrioritasMembangkitkan Prioritas
Mental dan kehidupan sosial 2 identitas daerah 7
Pembangunan (kemasyarakatan
Kebudayaan |berdasarkan falsafah
Adat Basandi Syara’ -
Syara’ Basandi
Kitabullah
5 Memperkuat Meningkatkan PrioritasiPemerataan Prioritas
Infrastruktur |[Pembangunan 6 pembangunan 1
untuk Infrastruktur Yang infrastruktur
Mendukung  Berkeadilan Dan
Pengembangan |Berkelanjutan
Ekonomi dan
Feiayanan
Dasar
6 [Membangun |Meningkatkan PrioritasiPembangunan yang |Prioritas
Lingkungan |Pembangunan 6 berkelanjutan 6
Hidup, Infrastruktur yang
Meningkatkan |berkeadilan dan
Ketahanan berkelanjutan
Bencana, dan
Perubahan
Iklim
7 Memperkuat |Mewujudkan Tata PrioritagMewujudkan tata | Prioritas
Stabilitas Kelola Pemerintahan 7  |kelola pemerintahan 5
Polhukhankam Dan Pelayanan Publik vang baik
dan Yang Bersih,
Transformasi |Akuntabel Serta Membangun Priorita;
Pelayanan Berkualitas berbasis nagari 8
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Prioritas
Dricaitas | Fewbauguunan
Uruta, Prioritas | Pembangunan RKPD _ RKPD Kabupaten
n Nasional Provinsi Sumatera Umtau_n Dharamsraya Pinten
Barat Tahun 2024 j
Tahun 2024

Fublik

Sumber : RKP Tahun 2024, RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dan Hasil
Kajian 2023

3.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Dharmasraya dengan Pembangunan Provinsi
3.2.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

Prioritas pembangunan Kabupaten Dharmasraya tahun 2024
difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu
strategis Kabupaten Dharmasraya tahun 2024 dan merupakan
imnlementasi nelaksanaan kehiiakan nmim dan  prioritas  program
pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2016-2021.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis maka
pada KKPD Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2024, pembangunan
Kabupaten @ Dharmasraya mengusung tema “MENINGKATKAN
TRANSPORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF, BERKUALITAS DAN
BERDAYA SAING”.

Prioritas  pembangunan RKPD Kabupaten  Dharmasraya
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada
kriteria-kriteria antara lain:

1. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan,
2. Urgensitas penanganan isu;dan
3. kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.
Selain kriteria tersebut penyvusunan prioritas dirumuskan dengan

memperhatikan

I
|
%
|
i
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1. Visi dan Misi Pembanganan Kabupaten Dharmasraya
sebagaimana RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-
2026,

2. Isu Strategis, dan

s o aa o s o 1~ | B A dedam el de
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Provinsi Sumatera Barat maupun Tingkat Nasional.

Prioritas pembangunan Tahun 2024 sesuai dengan visi, misi,
tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya yang dalam
disarikan delapan prioritas pembangunan yang disebut dengan astha
utama kedua, dimana prioritas pembangunan ini menjadi dasar

menyusun program pembangunan daerah sebagai berikut :
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Tabel 3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya

Tahun 2024
Prioritas Pembangunan RPJMD
Prioritas Pembangunan RKPD
No. | Kabupaten Dharmasraya Tahun
________ Tahun 2024
LV L L-L4VL0

i Pemerataan pembangunan Pemerataan pembangunan

" |infrastruktur infrastruktur
" Mewujudkan ekonomi daerah | Mewujudkan ekonomi daerah

" |yang maju yang maju
" Memajukan pendidikan yang Memajukan pendidikan yang
"~ |berkarakter ' berkarakter
4 Meningkatkan derajat kesehatan |Meningkatkan derajat kesehatan

' masyarakat masyarakat
4 Mewujudkan tata kelola Mewujudkan tata kelola

" |pemerintahan yang baik pemerintahan yang baik
& Fembangunan yang Fermnbangundn yang

‘ berkelanjutan berkelanjutan
7. |Membangkitkan identitas daerah |Membangkitkan identitas daerah
8 |Membangun berbagi_é-ﬁ_ags_i}im : '_Membangﬁﬁ_bér_l;asis nagari

Sumber : RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dan Hasil
Kaiian 2024

3.2.2 Kebijakan Pemerintah Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat tahun
2023 mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
Sesual dengan Visl Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat lTahun
2021-2026 yang merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-
citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun. Sebagai
gambaran tentang apa vang

ingin diwuiudkan di akhir periode

—

Y fo¥
T«



Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2024

perencanaan, maka visi tersebut sebagai Visi Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021-2026 akan diwujudkan pada akhir tahun
2026 untuk mengambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah
bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2021-2026 yaitu:

Berkelanjutan”

Perwujudan visi melalui 7 (tujuh) misi, vaitu:

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat,
Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing;

Misi 2. Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan
berdasarkan Faisafah Adat Basandi Syara’ — Syara’ Basandi
Kitabullah;

Misi 3. Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian,
perkebunan. peternakan dan perikanan:

Misi 4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industry
kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;

Misi 5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing
kepariwisataan;

Misi 6. Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan
berkelanjutan;

Misi 7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelavanan Publik

yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Ketujuh misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 26 sasaran pembangunan
daerah. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 3.3 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi

Sumatera Barat

VISI
Terwujudnya Sumaiera Barai Madani, Unggui dan Berkeianjuian
MISI “TUJUAN | SASARAN
Misi 1: Mewuj udkan Meningkatnya Derajat
Meningkatkan Sumber daya Kesehatan Masyvarakat

Kualitas Sumber Daya
Manusia yvang Sehat,
Berpengetahuan,
Terampil & Berdaya

manusia yang
sehat, unggul dan

berdaya saing

Menurunnya prevalensi

stunting

Meningkatnya Kualitas
Pendidikan

Saing Meningkatnya Daya Saing
Masyarakat
Misi Z: viewujudkan ABS Meningkamnya Ketahanan

Meningkatkan Tata

SBK sebagai falsafah

sosial Budaya masyarakat

kehidupan sosial kehidupan yang berlandaskan ASB-SBK
kemasyarakatan masvarakat Meningkatnva Budava Literasi
berdasarkan Falsafah Meningkatnya ketahanan dan
Adat Basandi Syara’ - kesejahteraan keluarga,
Syara’ Basandi pemberdayaan perempuan
Kitabullah dan perlindungan anak

Misi 3: Meningkatkan Meningkatnya pendapatan

Meningkatkan Nilai
lettnal dan
Produktifitas
pertanian,
perkebunan,
peternakan dan

perikanan

kesejahteraan petani

petani pertanian (Tanaman
Pangan, Hortkuiiura,
Perkebunan, Peternakan,

Kelautan dan Perikanan)

Meningkatnya ketahanan dan

keamanan pangan

Meningkatnya pendapatan
Petani Hutan
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VISI
Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan.:Berkélanjutan
MISI TUJUAN SASARAN
Meningkatnya pendapatan
Petani Hutan
Misi 4: Mewujudkan Sumatera barat sebagai pusat

Meningkatkan usaha
perdagangan dan
industry
kecil/menengah serta
ekonomi berbasis
digital

perdagangan dan
industri
kecil/Menengah
serta ekonomi digital
yang tangguh dan

berdaya saing

perdagangan

Siimatera Barat sehagai nusat

industri kecil dan menengah

Terwujudnya pelaku koperasi

dan UKM yang sejahtera

Terciptanya 100.000
enterpreneur dari berbagai

sektor

Meningkatnya pertumbuhan

investasi

Meningkatnya peran ekonomi

digital
Misi 5: Meningkatnya Meningkatnya kontribusi
Meningkatkan pertumbuhan pariwisata dalam
ekonomi kreatif dan ekonomi melalui perekonomian Sumatera
berdaya Saing sektor pariwisata Barat
kepariwisataan dan ekonomi kreatif | Meningkatnya kontribusi
ekonomi kreatif dalam
perekonomian Sumaiera
Barat
Misi 6: Terwujudnya Meningkatnya kualitas dan
Meningkatkan Infrastruktur vang kuantitas infrastruktur vang
pengembangan handal dan merata | terintegasi

infrastruktur yang
berkeadilan

berkelanjutan

Meningkatkan Kesiapsiagaan

Menghadapi Bencana

Mewujudkan lingkungan




Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2024

VISI
Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan

MISI : - TUJUAN SASARAN

hidup yang berkualitas

Meningkatkan intrastruktur
pelayanan dasar, bangunan

strategis dan pertanian

Meningkatkan
penyelenggaraan penataan
ruang vang baik dan

berkelanjutan

Misi 7: Meningkatnya Terwujudnya kualitas tata
Mewujudkan Tata kualitas tata kelola | Kelola birokrasi yang bersih

Kelola Pemerintahan pemerintah dengan | dan akuntabel

dan Pelayanan Publik | aparaiur yang Meningkatnya kapabiiitas

yang bersih, akuntabel | melayani birokrasi

serta berkualitas Meningkatnya kualitas

l | | pelavanan publik

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

3.3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas
Daerah

Program-program prioritas yang masuk dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 dapat
dijabarkan diantaranya sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

—
1
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Pemerintahan Bidang pendidikan tahun 2024, dilaksanakan
melalui 4 (empat) program yaitu :
1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pengembangan Kurikulum;
3. Dirogram Dendidik Dan Tenaga Kependidikan;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh
Dinas Kesehatan dan RSUD Sungai Dareh melalui 2 (dua)
program.
Program yvang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebagai
berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan
Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan:
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan
Minuman.
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program
yang dilaksanakan oleh RSUD Sungail Dareh sebagai berikut:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
2. Program Pemenuhan Upava Kesehatan Perorangan Dan
Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Kuang
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

melalui 10 (Sepuluh) program yaitu :

E— o
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota,;
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan
Persampahan Regional;
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air
Limbah;
6. Program Pengembangan Permukiman;
7. Program Penataan Bangunan Gedung;
8. Program Penyvelenggaraan Jalan:
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman
Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan. melalui 5 (lima) program vaitu:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Kawasan Permukiman;
4. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Kumuh;
5. Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas
Umum (PSU).
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan

[,
L
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Penanggulangan Bencana Daerah, dilaksanakan melalui 4
(empat) Program.
Program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut :

1. Ifogram [lenunjaing Urusan
Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban
Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran; Dan
4. Penyelamatan Non Kebakaran;
Program vang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

2. Program Penanggulangan Bencana.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Urusan pemerintahan bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan
melalui 4 (empat) Program yaitu :
1. Program Pemberdayaan Sosial;
2. Program Rehabilitasi Sosial;
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana.
B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan
Pelayanan Dasar
1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, terdiri dari 5 (lima)
program vaitu:

1. Program Perencanaan Tenaga Keria:

ST =7 (7
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2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;

3. Program Penempatan Tenaga Kerja;

4. Program Hubungan Industrial;

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Anak, melalui 5 (lima) Program yaitu:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdavaan

Perempuan;

Program Perlindungan Perempuan;

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);

woF W N

Program Perlindungan Khusus Anak.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
Urusan Pemerintah Bidang Pangan dilaksanakan pada Dinas
Pangan dan Perikanan, melalui S (lima) Program yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk
Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
3. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan
Pangan Masyarakat;
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan,

5. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
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4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan, melalui 3 (Tiga) program yaitu:
1. Program Redistribusi Ta

Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee;
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2. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
3. Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan

pada Dinas Lingkungan Hidup. melalui 11 (sebelas) program

yaitu:

1. Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan
Lingkungan Hidup;

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Havati (Kehati):

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin
Lingkungan Dan Izin Periindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH);

7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
(Mha). Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan
PPLH;

8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

Y. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
10.Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

11.Program Pengelolaan Persampahan.




6.

7.

Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2024

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan

. .
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Catatan Sipil ,
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

Program Pendaftaran Penduduk;

Program Pencatatan Sipil;

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

S

Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa dilaksanakan oleh Dinas Pembaerdayaan Masyarakat Desa
melalui 4 (empat) program yaitu:
I. Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota:
2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga
Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Urusan Pemerintah Bidang Pemberdavaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, melalui 4 (empat) Program yaitu :
1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb);
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga
Sejahtera (Ks);
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten /Kota.
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9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan pada
Dinas Perhubungan melalui 3 (tiga) program yaitu:
1. Program  Penunjang Urusan Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(LLAJ);
3. Program  Penunjang Urusan Pemerintahan  Daerah

Kabupaten/Kota.

10.Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika
dilaksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, melalui
3 (tiga) program yaitu:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

11.Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan pada
Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 (satu) program
yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

12.Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan pada
Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 1 (satu) program
yaitu:
L. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan

Informasi.

10 KR
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Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan
Menengah

Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan
Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan
Menengah, melalui 8 {(Delapan) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota;
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi:
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,
Dan Usaha Mikro (UMKM);

8. Program Pengembangan UMKM.

NS ok w

Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dilaksanakan
oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu
melalui 6 (enam) program vaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
Program Promosi Penanaman Modali;
Program Pelayanan Penanaman Modal;

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

O s N

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi

Penanaman Modal.

15.Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga melalui 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing

Kepemudaan:
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2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing
Keolahragaan;

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

alian Didang Nebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui 5
(lima) program yaitu:

L. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
Program Pengembangan Kebudayaan;
Program Pengembangan Kesenian Tradisional:

Program Pembinaan Sejarah;

Sl ol

Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
17.Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 3 (tiga) program
yaitu:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

18.Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipann dilaksanakan oleh
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 3 (tiga) program
yaitu:
1. Program Pengelolaan Arsip;
2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;

3. Program Perizinan Penggunaan Arsip.
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. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan
Ururan pemerintah  bidang kelautan dan perikanan
dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Perikanan, dilaksanakan

miclalui 4 (empat) program yaitu:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;

3. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan
Perikanan;

4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:
1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan

Ekonomi Kreatif.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh
Dinas Pertanian dilaksanakan melalui 6 (enam) program yaitu:
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota;
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana
Pertanian:
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana
Pertanian;
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner;
5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana
Pertanian;
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6. Program Penyuluhan Pertanian.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
dilaksanakan melalul 5 (lima) program yaitu:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;

2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan

Barang Penting:

3. Program Pengembangan Ekspor;

4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;

S. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam

Neger.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan
dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yaitu:
1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
Z. Program Pengendahan izin Usaha Industri;

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

D. Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
1. Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah

Unsur pemerintah bindang pemerintahan Sekretariat Daerah

dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dilaksanakan melalui 3

(tiga) program yaitu :

1. Program  Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

2. Program Pemerintahan Dan Keseiahteraan Rakvat:

3. Program Perekonomian Dan Pembangunan.
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2. Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD
Urusan Pemerintahan bidang Sekretariat DPRD dilaksanakan
oleh Sekretariat DPRD, dilaksanakan melalui 2 (dua) Program

yaitu :
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Kabupaten /Kota;

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Perencanaan
Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan. Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Bapppeda), dilaksanakan melalui 3
program yaitu :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah.
2. Penelitian dan Pengembangan
Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan
Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda), dilaksanakan
melalui 2 (dua) program yaitu
1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah:
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
3. Keuangan
Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan
dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah, dilaksanakan

melalui 4 (empat) program yaitu:

Pier=ill
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota,

Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

@ N

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
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4, Kepegawaian
Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian
merupakan fungsi penunjang dalam pencapaian visi dan misi
Kepala Daerah. Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya  Manusia
dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu :
1. Program  Penuniang Urusan Pemerintahan  Daerah

Kabupaten/Kota;

2. Program Kepegawaian Daerah.

5. Pendidikan dan Pelatihan
Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan
Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan
Sumber Daya Manusia dilaksanakan melalui 1 (satu) program
vaitu :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

F. Urusan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Inspektorat Daerah
Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang  Pengawasan
Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah,
dilaksanakan melalui 3 (tiga) program. antara lain :
1. Program  Penunjang Urusan Pemerintahan  Daerah
Kabupaten /Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan

Asistensi.

G. Urusan Unsur Kewilavahan
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Kecamatan

Urusan Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh 11 (sebelas)

Kecamatan dilaksanakan melalui 5 (lima) program, antara lain :

i

Program  Penunjang Urusan Pemerintahan  Daerah
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. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan

Publik;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

H. Urusan Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik, dilaksanakan melalui 5 (lima)

program yaitu :

2.

Program  Penunjang Urusan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten /Kota;

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter
Kebangsaai,

. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan
Etika Serta Budaya Politik;

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;

Program  Peningkatan Kewaspadaan  Nasional Dan
Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik
Sosial.
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BAB 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM/KEGIATAN

Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah dimana diatur bahwa urusan
pemerintahan dibagl menjadi dua yaitu Urusan Pemerintahan wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan
Pilihan. Selaniutnva pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan daerah, sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan
Menteri Dalam negeri Nomor 050/3708 Tahun 2021 tentang Hasil
Veritikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah, maka
terdapat urusan dan unsur terkait penyelenggaraan urusan
pemerintahan Kabupaten vang akan dilaksanakan di tahun 2023 sebagai
berikut :

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar,

2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar;

Urusan pemerintahan pilihan;

Unsur pendukung urusan pemerintahan;
Unsur penunjang urusan pemerintahan;
Unsur pengawasan urusan pemerintahan,;

Unsur kewilayahan;

o B e s @

Unsur pemerintahan umum.
Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan

pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja
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Perangkat Daerah yang melaksanakan dituangkan sebagaimana pada
Tabel 4.1, Tabel 4.2, Tabel 4.3 di bawah :

Tabel 4.1 Ringkasan APBD yang di Klasfikasikan Menurut Kelompok dan
Jenie Pendanatan Relania dan Pemhiavaa

—— g LLR L, T

dan PPAS Tahun 2024

Realisasl

i Urainn APBD Tahun 2023 FPAS Tahun 2024 Bertambah/Berkmrang

Rekening

2020 2031 2022
1 i 3 4 5 5 8 9

PENDAPATAN

4.1 ASLI DAERAH 82,877 841,653 82,829,461 521 108.010.790,645 100,642,119 674 105.115.132.150 4.273.012.486 424
(PAD)

4.1.01 Pajak Daerah 17,751 .808.580 20 495633 388 21.634,123.0946 22.776.715.953 24 65]1.781.411 1 .875.065458 803

4.1 Betribusi Naerah 1861 712711 2411 3AKRAR2 2 T6H4 Q20 A5 A R23 TRA RREK 2 857 790 000 <THR GOR RAK ~21 14
Pengelolasn

4.1,08 ;‘;‘::-"’“’“ Daerah 4.063. 752,004 3.524.570.411 4.324.065,836 4,324.065.836 4.832.210.107 508.144.271 1175
i T

4.1.04 i':.:jlsj'_‘;‘:}]! PAD 549,200, 568328 5b. 9T BYL. 340 T9. 26T 680,513 70117 54%9.000 Td.TT73.350.642 2.655.801 642 3,79

12 :f{;:":::'?;“" 831.925.120.225 787.384.510.329 727 684,055 483 812.206,674.716 §50.256.147 517 38.051 472.801 4,68
Pendapatan

43201 Transfer B31.325.130225 THT7.384 510329 T2T 684055483 T60.965.265.000 B50.258.147.517 89,292.882.517 11,73
Pemerintah Pusat
Dans e = o - . - -

4.5.01.01 Partibadipian T31.498.444.205 T13.844,105.3 H73.400.3TBA83 699.4 14 449,000 T91 897, 793.000 92 483.344 000 13,22

4.2.01.01 Pr’_’g‘:]'ﬁ}‘:;“" 15,147 513.248 33.662,555.560 20,385,211 834 202,020 936,000 30.023 665,000 8002720000 | 36,34

o1 -

40101 | DAU Tdak

e Ditentukan 478.355.774.000 472.416.143.000 472,358,368.549 300.805.012,000 422,691,705.000 121.886.693.000 | 40,52

¥ Penggunasannva

4.2.01.01 DAL Ditentukan prowey -

02 Penggunaannya 188.342 372.000 97.307 .901.000 -G1.034.47].000 -48.33
Dana Alokast

420101 | Khusus (DAK) 148.941 713,152 121.883.946.598 64.465.577.604 60.509.917.000 36.038.894.000 -24.471.023.000 | -40.44

03 Fisik
Dana Alokasi

{25101 | Miwews SAK 57.850.445.020 1otz 157.351.528.405 7o

04 Non Fisik

‘d'f M08 | panaDesa 53.272.650.000 56.540,066.000 47.755.788.000 52.949.509,000 53.731.011.000 781.412.000 1,48

I‘;-“"m m;::'l‘;‘r‘;:f 46,554 025,000 17.090,239.000 £ 527 889 000 8.601.217.000 15,167 065,000 5,555,951 000 76,34
Pendapatan

4202 Transfer Antar 41.101.030,883 51.272.491.740 58.631.965.543 51.241.409.716 58.360,354.517 7.118.944801 | 13,80
Narrah
Pendapatnn Bagl

4.2.02.01 Hasil Pajak 41.101.030,883 51.272.491.740 58.631.965 543 51.241.409.716 58.360.354.517 T. 118,944 801 13,80
Provinsi
TAING

43 AL 34.887.153.721 57.434.253.512 16,580.071.607 3,800,000 000 8.747.727.035 4947727935 | 1302
SAH

4301 Pendapatan Hibah 2.466.323,721 26.548.313.512 16.580.071.607 3,800,000,000 100.000.000 3700000000 | 97,37
Pendapatan Hibah

430104 | dod 2.466.323.721 26.548.313.512 16.580.071.607 700.000.000 100,000,000 -600.000.000 | -85.71
Lembaga/Organis
asi

» Hibah Air Minum

4.3.01.05 Pedesaan (AMD) 1,000,000 .000 =1.000,000.000 =100
Hibah Sanitasi

4.3.01.06 {Air Limbah 2. 100,000,000 -2, 100,000,000 -100
Solempat)
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- Roalisssl
wads ; i ? i
s T AP AR G4 PFAD Lannn $Uds BeTtambAR BeTRLERE
2030 2021 2022
1 2 3 4 5 & 8 9
Lain-lain
Pendapatan
Sesuai dengan
4303 Ketentuan 32,420 830.000 30.885.540.000 8.647 727 935 8.647 727935 100
Pl
Perundang-
Und.anie.n
JumiAl 949.,060,115,599 O27 648225362 852.274.917.735 916848794 390 964.121.007.612 47272213222 5,16
i flo A 949,000,115.2 2 225, 52274917735 916,848,794, ; ; x . 5,
5 | BELANJA o
5.1 BRIAMIA 659.026,846.283 638.706.924.536 696,035,587 551 766.159.260.882 §73.519.394.276 107.360.133.304 | 14,01
5.1.01 Belanja Pegawa 418.043,145.643 380,280,821 308 380,048 882 570 71.538 672,736 554 514.505.070 82.975832.334 17,6
Belanja Bamang - . - - A AR - - ’ IR v 4 & .
5.1.02 ey 185.947.730.071 246.612.992.141 304 709,663 360 280.817.797 266 282.289.205.326 1.471.408.060 052
5.1.05 Belanja Hibah 54,874 970,569 11.804.111.087 11.277.041.621 13,802,790 880 36.,715.683 880 22.912.893,000 166
5.1.06 o anis i 161.000.000 0
52 BELANJA MODAL 194.525.452,179 166.252.751.217 132,745,862 857 151.236.483 671 83.313.497 549 67922986122 | -44.9]
Belanja Modal
52.02 Peralatan dan £4,751,373.003 51.541.540.730 48.011.240.621 38,340,791 768 19.616.555.387 -18724.236.38) | -48,84
Mesin
Belanja Modal
004,08 {.lﬁ(lliljt L R UDL U LD BO,9080.400. 14/ 1o o884, lUD RO HD0LSD% A%, 240, LS, D =40 B ] LS00 -
Bangunan
Belanja Modal
5.2.04 Jalan, Jaringan, 34,663 593,011 22155213262 66.363.505,601 61.569 056,460 36.512.393.790 -25.056.662.670 -40,7
dan Irigasi
Belanja Modal
5.2.05 Ancl Tulnp 1.057.361 450 6.569.632.088 2.620.634.435 42556324864 | 49,08
Lainnya
PTG, Belanja Modal - . - ¢ i
52.06 At Latron T00.426.400 £.000.000 694,426,400 | -99,14
53 _?g:;:‘,ﬂ‘g;“m" 24.924.272.319 164.439.330 369.162.297 1.000.000.000 5.000.000.000 4,000,000 000 400
53.01 :rdj“ﬂ’::‘d"" 24.924.272.319 164.439.330 369,162,297 1.000.000,000 5.000,000.000 4.000,000.000 400
. BELANJA , . s ! - 7 — .
54 107 270.602.100 111.924.041 243 110.050.724 476 110.982.394 000 111881 943.200 899,542,200 0,81
TRANSFER
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 933,019,055 111.924,041.243 2.659.549.476 2,632, 820,000 2,750 957.200 118,137,200 4,49
" Belanja Bantuan 4 1 = . = "
54.02 Keuangan APEN 106337 583054 | - 107.391,175.000 52.949.599.000 109,130.986.000 56,181,387.000 106,1
Belanja Bantuan & o Cr P -
54,03 Reigan APED 55.399.975.000 -55,399.975.000 -100
']UMl'ﬁ“ T2 AT 1T B0y D17 AdAR 1RL 9% RO O 2T 1A 1 A0 ATE ) a0 meg 1 AT T4 298 e AA A EOE AT A Y
LRI ae 170 a0 N17 AaR 1R 3N fan any 2 ! 14 0k A7 i
Total it - . 2 - ’ : ot = =
Surplus/(Defisit -36.657.057.291 10.600.069.036 86,926 419,446 -112,529.344.163 -109.593.827.413 2.935.516.750 2,61
A PEMRIAYAAN 1]
6.1 ﬁ?ﬁ?g‘;‘ﬁ# 2.893.451 613 8,334 425206 70.206 985,983 114.029.344,163 120.593.827.413 6.564,483 250 576
5.1.01 ﬁfg}_;‘r:;‘:; 3.893 451,613 8.334.425.206 70.206,985,983 114,029,344 163 120,593,827 413 6.564.483.250 5.76
Jumlah
Penerimaan 114.029,344.163 120,503 827413 6.564.483 250 576
Pembiayaan
Jumlah
Pengeluarmn - 1,500,000,000 11.000.000.000 9.500.000000 | 633,33
Pembiayaan
6.2 l PR AYAAR L 1.500.000.000 11.000.000.000 9.500.000000 | 63333
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Tada
m vruan ArSU lanun sUds FrAD tnnunn Juds DOITAIMDRDN BT R I
1 2 6 8 ¢
r Penyertaan Modal

6.2.01 ke Bank Nagari 1.500.000.000 1.500.000.000 o 0
Ravar Prlenk

65.2.02 Hutang PJU Q 9.500.000.000 9.500,000.000 100
Pintar
Pembiayaan Netto 112.529.344.163 109.593.827 413 -2.935.516.750 -2.61
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Tabel 4.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara menurut Organisasi

Perangkat Daerah Tahun 2023 dan PPAS Tahun 2024

No . Nama OPD APBD Tahun 2023 : w’m‘r
= g di T 5 i Sl

1 Dinas Pendidilan 308.247.201.000 £n= £54 880 ann 327.407.679.000 106,22
2 Dinas Kesehatan 121.092.714.680 117.366,233.308 -3.726.481.372 -3,08
a RSUD Sungai Dareh 107.862.622.699 94.211.299.000 -13.651.323.699 -12,66
4 Dinas PUPR 111.858,712.326 80.426.973.049 -31.431.739.277 -28,10
S Dinas Perkimtan 13.782.660.030 11.262.269.596 -2.,520.390,434 -18,29
6 Dinas Satpol PP dan Damkar 8.982.876.766 9.286.935.314 304.058.548 3,38
7 BPBD 8.545.410.300 2.671.921.000 -5.873.489.300 -68,73
8 Dinas Sosial PPPA, PPKB 10.850.443.700 10.438.910.364 -411.533.336 -3,79
9 Dinas Pangan dan Perikanan 4.866.311.100 5.355.111.550 488.800.450 10,04
10 Dinas Lingkungan Hidup 5.010.278 950 6.459.862 475 1.449 582 525 28,93
11 Dinas Dukeapil 4.438.749.850 4.885.654.994 446.905. 144 10,07
12 Dinas PMD 5.329.342.590 5.403.658.000 74.315.410 1,39
13 Dinas Perhubungan 6.845.343.710 7.666.257.070 820.913.360 11,99
14 Dinas Kominfo 5.352.398,370 5.954.498.200 602.099.830 11,25
15 Dinas Kumperdag 4.782.229.650 4.637.068,795 -145.160.855 -3,04
16 Dinas PMFTSP 4.600.040,.830 4.066.090.840 -533.949,990 -11,61
17 Dinas Budparpora 13.443.397 887 14.342.902.549 899.504.662 6,60
14 mnas Perpustakaan Kearsipan 15.113.615.4850 4. 128,495,750 =10.985, 120, 100 =72,68
19 Dinas Pertanian 22,631.580.800 22.047.854.850 -583.725.950 -2,58
20 Dinas Transnaker 4.506.314.850 6.385.814.250 1.879.499.400 41,71
2" Selkretariat Naerah A5.073 WRAG36 AR.5A1.391 964 1 48R 298 28 4,749
22 Sekretariat DPRD 36.627.235.532 42,999.999,922 6.372.764,390 17,40
23 Bapppeda 4.608.039.950 5.161.811.350 553.771.400 12,02
24 Badan Keuangan Dacrah 124.671.252.861 130.390.809.150 5.719.556.289 4,59
25 BEPSDM 6.406.543.396 5.652.055.006 -754.488.300 -11,78
26 Inspektorat Kabupaten 8.799.958,200 8.304.887.200 -495,071.000 -5,63
a7 Rec Pulau Punjung 2.222,259.150 2.700.018,950 477.759.800 21,50
28 Kecamatan Sitinng 2.094.415.400 2.002.917.800 -91.497.600 -4,37
Pl hecamatan hoto Bart PR L VR VT 2.448.830.80U1) lal.%/o.800 0,4
30 Kecamatan Sungai Rumbai 1.719.188.500 1.877.413.200 158.224.700 9,20
a Kecamatan Sembilan Koto 1.698.972.050 1.626.986.000 -71.986.050 ~4,24
az2 Kecamatan Timpeh 1.547.781.810 1.801.023.550 253.241.740 16,36
a3 Kecamatan Koto Salak 1.513.271.900 1.663. 164, 200 149,892,300 9,91
34 Kec Asam Jujul 1.315.074.400 1.338.242.000 23.167.600 1,76
as Kecamatan Koto Besar 2.118.117.350 2,156,759.600 38.642.250 1,82
36 Kecamatan Padang Laweh 1.507.308.950 1.584.700.800 77.391.850 5,13
ar Kecamatan Tinmang 1.754.121.650 1.691.692.800 -62.428.850 -3,56
38 Kantor Keshangpol 5.381.827.580 25.056.144.130 19.674.316.550 365,57
JUMLAH 1.029.378. 138.553 1.327.551.544.466 208.173.405,913 28,97

..‘
=
7

(0
>
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BAB 5 RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan adalah setiap penerimaan
yaug periu dibayar kewball dai/dalau peugeluatan yang akan diteriia
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya.

~ |74
AL a i T

[ el aiabale marma i avra FOTT O TN Y A
A ke = = XL SN PMJJ&UJMJ (=8 i

upaten Dharmasraya yang
menjadi dua yaitu penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dimana
penerimaan pembiayaan terdiri dari Proyeksi SiLPA tahun 2024,
sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.10.800.000.000,- yaitu
untuk penyertaan modal pemerintah ke Bank Nagari diperkirakan
sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan pembayaran ansuran hutang PJU Pintar
ke PT Maradon Berlian Sakti sebesar Rp. 9.300.000.000,-. Perkiraan

pembiavaan sebesar Rp.10.800.000.000.- ini mempengaruhi APBD 2024.

Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun 2023 dan 2024

No. Uraian Akun 2023 2024 Selisih Yo
(1) (2) (3) (1) (5) (6)
6 PEMBIAYAAN
DAERAH
6.1 PENERIMAAN 114.029.344.263 | 182.066.826.523 | 68.037.482.360 | 59,67
PEMBIAYAAN =
6.1.01 | Sisa Lebih 114.029.344.263 | 182.066.826.523 | 68.037.482.360 | 59,67
Perhitungan
Anggaran Tahun

Sehalumnva

6.1.02 | Pencairan Dana - - - -
Cadangan

6.1.03 | Hasil Penjualan - = 5
Kekayaan Daerah
vang Dipisahkan

- o P '
U LU ICliCiiliaall - - - -

Pinjaman Daerah

6.1.05 | Penerimaan - = s E:
Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah

6.1.06 | Penerimaan - E - -
Pembiayaan
Lainnya Sesuai
dengan Ketentuan
Peraturan
Perundang-
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Undangan

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN

1.500.000.000

10.800.000.000

9.300.000.000

Pembentukan Dana
Cadangan

Fenyertaan hiodai
Daerah

1.500.000.000

U

6.2.03

Pembayaran Cicilan
Pokok Utang yvang
Jatuh Tempo

9.300.000.000

9.300.000.000

6.2.04

Pemberian
Pinjaman Daerah

6.2.05

Pengeluaran
Pembiayaan
Lainnya sesuai
dengan Ketentuan
Peraturan
Perundang-
Undangan

Pembiayaan Netto

112.529.344.163

171.266.826.523

58.737.482.360

52.20

6.3

SILPA

0

0

0 0

Sumber : BKD dan Proyeksi Bapppeda Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2022
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BAB 6 PENUTUP

Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2024 disusun sebagai dasar untuk penyusunan
Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya yang
nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) SKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam
penvusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah (APBD)

Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024.

Dokumen PPAS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 ini
diharapkan dapat menjadi tolok ukur bagi seluruh pemangku
kepentingan dalam mengimplementasikan proses perencanaan dan
penganggaran tahun 2024 secara bertanggungjawab dan profesional.
Dengan demikian diharapkan masyarakat Dharmasraya dapat merasakan

tanfaat yang optiial dati peinbanguian yaiy telain ditencanakail.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah APBD Kabupaten

™ e NN A tardarnat 1-
i NS L N Ll it

e barsalslohaehios) TA TrATIeT TriAarTTa hahlram
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A Adaas Pe] ~
tlul. ARNSLANA LN J M—I.l-& J-J--I-!JJ.I.J AR ARCAL A
perubahan pada PPAS ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan
sepanjang disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Pulau Punjung, 5 Juli 2023
BUPATI. DHARMASRAYA

'SUTAN RISKA




